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ABSTRAK 

Rangga Trinaldi (16060106/2016) : Analisis Kausalitas Pertumbuhan 
Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Penerimaan Pajak Provinsi di 
Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Padang, Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si 

Penelitian ini berguna untuk mengetahui : (1) Apakah terdapat hubungan 
kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah provinsi 
di Indonesia. (2) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan 
ekonomi dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia. (3) Apakah terdapat 
hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak 
provinsi di Indonesia. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 
terdiri dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Penelitian 
ini menggunakan model Panel Vector Auto Regression (PVAR). Serta analisis 
data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan induktif, dalam analisis induktif 
terdapat beberapa uji didalamnya yaitu : (1) Uji Akar Root, (2) Uji Kointegrasi, 
(3) Uji lag Optimum, (4) Uji Kausalitas Granger, (5) Uji Stabilitas, (6) Uji Respon 
Variabel, (7) Uji Kontribusi Variabel.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tidak terdapat hubungan 
kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah tetapi 
hanya memiliki hubungan satu arah yaitu dari pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengeluaran pemerintah. (2) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara 
pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak, namun hanya memiliki 
hubungan satu arah dari pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Akan 
tetapi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak bisa memiliki hubungan 
kausalitas apabila adanya campur dari variabel pengeluaran pemerintah. (3) Tidak 
terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan 
pajak tetapi hanya memiliki hubungan satu arah dari penerimaan pajak terhadap 
pengeluaran pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyarankan bagi 
pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan pengeluaran yang dilakukan serta 
mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dalam mengeluarkan anggaran. Dan 
perlu adanya program yang mampu membuat masyarakat percaya dan sadar akan 
adanya wajib pajak, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi-
provinsi di Indonesia kedepannya. Serta pemerintah harus lebih gencar dalam 
mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dapat mendongrak 
penerimaan pajak serta pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Dapat kita lihat setiap negara selalu berupaya melaksanakan pembangunan 

di negaranya masing-masing dengan harapan pembangunan yang dilakukan  

tersebut mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan serta dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat banyak karena kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat merupakan tujuan utama dari pemerintahan suatu negara termasuk juga 

negara Indonesia (Todaro, 2006) 

Tetapi masalah yang sering muncul diberbagai negara dalam sisi 

perekonomian yaitu rendahnya angka pertumbuhan ekonomi terutama pada 

negara yang sedang berkembang yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat dan 

keberhasilan ekonomi sulit untuk dicapai (Novela Hanifa, 2019) 

Pertumbuhan ekonomi juga bisa dikatakan sebagai perluasan kegiatan 

pada suatu perekonomian yang akan berdampak terhadap peningkatan barang dan 

jasa yang di produksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat 

dikatakan masalah makro ekonomi jangka panjang. Apabila tingkat perekonomian 

yang sekarang lebih bagus dibantingkan periode sebelumnya berarti 

perekonomian itu dapat dikatakan baik (Sadano Sukirno, 2011) 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur bagi suatu negara untuk 

meningkatkan kesejehteraan warga. Begitupun bagi daerah atau sebuah provinsi 

dalam suatu negara. Tinggi rendah tingkat laju pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan perubahan kesejahteraan masyarakat. Apabila tingkat pertumbuhan 

ekonomi tinggi dan cenderung stabil, maka berarti tingkat kesejahteraan di daerah 

tersebut meningkat, sementara jika perekonomian menurun atau nilai 

pertumbuhan ekonomi negatif berarti kesejahteraan di daerah tersebut mengalami 

penurunan. Selain sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan 

ekonomi juga dijadikan sebagai evaluasi hasil kerja pemerintah dan penentu bagus 

atau tidaknya kebijakan yang diambil pemerintah sehubungan dengan peran 

pemerintah dalam perekonomian. Berikut merupakan grafik pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dari tahun 2014-2018.

Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia, 2018)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2018

Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 

tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi. Dimana dari tahun 2014 



3 
 

 
 

hingga tahun 2015 mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan 

kembali pada tahun 2016 sampai tahun 2018, namun peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi belum mampu melebihi dari angka 5%. Menurut Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro faktor utama 

yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu melebihi 

angka 5% yaitu karna kondisi perekonomian global yang berimbas ke 

perekonomian domestik. Indonesia belum menyiapkan industrialisasi, khususnya 

di sektor manufaktur, seiring adanya hantaman ekonomi global. 

Selain produk domestik bruto (PDB) sebagai pengukur pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara, diwilayah daerah provinsi PDRB merupakan sebagai 

tolak ukur untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi 

regional atau daerah dalam suatu negara. Begitupun pertumbuhan ekonomi 

provinsi-provinsi di Indonesia dapat dilihat dari Domestik Regional Bruto 

(PDRB) yang dihasilkan oleh provinsi yang ada di Indonesia.  Dari laju PDRB 

provinsi Indonesia yang dihasilkan kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi 

provinsi di Indonesia pertahunnya. Berikut merupakan data laju PDRB di 

Indonesia tahun 2014-2018 : 
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Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia  
Tahun 2014-20118 

 

No Provinsi 
Laju PDRB Provinsi Indonesia % 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Aceh 1,55 -0,73 3,29 4,18 4,61 

2 Sumatera Utara 5,23 5,10 5,18 5,12 5,18 

3 Sumatera Barat 5,88 5,53 5,27 5,29 5,14 

4 Riau 2,71 0,22 2,18 2,68 2,34 

5 Jambi 7,36 4,21 4,37 4,64 4,71 

6 Sumatera Selatan 4,79 4,42 5,04 5,51 6,04 

7 Bengkulu 5,48 5,13 5,28 4,98 4,99 

8 Lampung 5,08 5,13 5,14 5,16 5,25 

9 Bangka Belitung 4,67 4,08 4,10 4,47 4,45 

10 Kepulauan Riau 6,60 6,02 4,98 2,00 4,56 

11 DKI Jakarta 5,91 5,91 5,87 6,20 6,17 

12 Jawa Barat 5,09 5,05 5,66 5,35 5,64 

13 Jawa Tengah 5,27 5,47 5,25 5,26 5,32 

14 D I Yogyakarta 5,17 4,95 5,05 5,26 6,20 

15 Jawa Timur 5,86 5,44 5,57 5,46 5,50 

16 Banten 5,51 5,45 5,28 5,73 5,81 

17 Bali 6,73 6,03 6,33 5,57 6,35 

18 Nusa Tenggara Barat 5,17 21,76 5,81 0,12 -4,56 

19 Nusa Tenggara Timur 5,05 4,92 5,12 5,11 5,13 

20 Kalimantan Barat 5,03 4,88 5,20 5,17 5,06 

21 Kalimantan Tengah 6,21 7,01 6,35 6,72 5,64 

22 Kalimantan Selatan 4,84 3,82 4,40 5,28 5,13 

23 Kalimantan Timur 1,71 -1,2 -0,38 3,13 2,67 

24 Sulawesi Utara 6,31 6,12 6,16 6,31 6,01 

25 Sulawesi Tengah 5,07 15,50 9,94 7,10 6,30 

26 Sulawesi Selatan 7,54 7,19 7,42 7,21 7,07 

27 Sulawesi Tenggara 6,26 6,88 6,51 6,76 6,42 

28 Gorontalo 7,27 6,22 6,52 6,73 6,51 

29 Sulawesi Barat 8,86 7,31 6,01 6,62 6,23 

30 Maluku 6,64 5,48 5,73 5,82 5,94 

31 Maluku Utara 5,49 6,10 5,77 7,67 7,92 

32 Papua Barat 5,38 4,15 4,52 4,01 6,24 

33 Papua  3,65 7,35 9,14 4,64 7,33 
  Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia, 2018) 
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Tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di 

Indonesia yang mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 laju 

pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada provinsi Sulawesi Barat yakni sebesar 

8.86% dan terendah pada provinsi Aceh sebesar 1,55%. Sementara pada tahun 

2015 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh provinsi Nusa Tenggara 

Barat yakni sebesar 21,76% dan yang terendah pada provinsi Kalimantan Timur 

yakni hingga -1,20%. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan tertinggi terjadi di 

provinsi Papua yakni sebesar 9,14% dan terendah masih dialami oleh provinsi 

Kalimantan Timur yakni sebesar -0.38%. Pada 2017 laju pertumbuhan tertinggi 

terjadi di provinsi Maluku Utara yakni 7,67% dan terendah pada pada provinsi 

NTB yang hanya mencapai angka 0,12%. Dan pada 2018 laju pertumbuhan 

tertinggi kembali terjadi pada provinsi Maluku Utara yakni mencapai 7,92% dan 

yang terendah kembali dialami oleh provinsi NTB -4,56%. Dapat dimaknakan 

bahwa untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlunya adanya 

dukungan dan kebijakan-kebijakan dari pihak pemerintah. Yakni dapat 

dialokasikan dengan mengeluarkan dan belanja pemerintah seperti penyediaan 

fasilitas kesehatan, bantuan sosial terhadap masyarakat miskin, membuka sektor-

sektor terkait dengan keberhasilan industri. Adanya kesatuan pada pengeluaran 

pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat lebih maju dan 

sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang maju dapat memberikan efek dan 

pengaruh fundamental pada pengeluaran pemerintah. Hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menjadi suatu hal yang 

mendasar untuk dikaji karena secara umum, dengan adanya pengeluaran 
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pemerintah baik dalam bentuk fisik maupun modal manusia dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memacu 

pertumbuhan ekonomi. Pandangan Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran 

pemerintah yang meningkat akan mendorong peningkatan produksi barang dan 

jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Linda, 1983). 

Namun dibantah oleh Wegner, Wegner menyatakan peningkatan ekonomilah yang 

mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Keterkaitan 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah telah menjadi perhatian dari 

banyak penelitian sebelumnnya, dan menghasilkan dua pendapat yang berbeda 

tentang kedua variabel tersebut. Dari banyak perbedaan pendapat dan hasil 

penelitian tentang kedua teori ini memungkinkan adanya pendapat lain yang 

menyatakan bahwa kedua variabel tersebut saling berhubungan positif dan 

mendukung satu sama lainnya, hubungan positif antar dua variabel ini juga 

disebut dengan hubungan kausalitas atau timbal balik. Hal ini di perkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Wu et al., (2010), yang menggunakan sampel 

besar yaitu 182 negara. Dari hasil penelitian tersebut menemukan hasil bahwa 

terjadinya hubungan dua arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan 

ekonomi. Pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi pengeluaran 

pemerintah. Berikut merupakan data laju pengeluaran pemerintah provinsi 

Indonesia tahun 2014-2018: 
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 Tabel 1.2 Laju Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia  
Tahun 2014-2018 

 

No Provinsi 
Laju Pengeluaran Pemerintah Provinsi 

Indonesia(%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Aceh 2,89 -3,03 0,33 17,07 4,33 

2 Sumatera Utara 5,55 8,59 29,21 22,10 3,47 

3 Sumatera Barat 13,18 11,62 12,71 30,51 5,23 

4 Riau 6,80 13,66 -7,51 -8,22 11,67 

5 Jambi 2,85 -2,04 -6,17 35,53 -1,49 

6 Sumatera Selatan 4,31 -3,48 9,90 24,64 -16,47 

7 Bengkulu 13,35 10,92 2,28 30,17 5,90 

8 Lampung 16,35 7,25 16,18 23,31 16,10 

9 Bangka Belitung 5,92 15,15 3,39 7,92 16,45 

10 Kepulauan Riau 2,97 -23,37 7,65 23,57 1,98 

11 DKI Jakarta 4,98 3,89 11,18 23,81 4,87 

12 Jawa Barat 16,80 10,29 9,74 13,30 -4,37 

13 Jawa Tengah 15,00 9,92 8,28 21,44 2,93 

14 D I Yogyakarta 18,19 10,82 9,18 23,64 5,43 

15 Jawa Timur 18,26 9,10 7,49 20,07 -3,40 

16 Banten 21,81 13,49 5,96 4,89 10,69 

17 Bali 12,16 4,56 0,85 9,37 2,86 

18 Nusa Tenggara Barat 16,43 30,11 13,75 30,69 -1,98 

19 Nusa Tenggara Timur 14,54 18,11 13,18 23,44 -0,38 

20 Kalimantan Barat 10,42 9,36 7,03 23,51 0,65 

21 Kalimantan Tengah 4,39 0,87 1,15 22,99 4,82 

22 Kalimantan Selatan 1,83 -2,76 1,83 7,17 7,78 

23 Kalimantan Timur -16,82 -23,99 -12,41 6,74 -2,28 

24 Sulawesi Utara 11,02 9,67 5,93 30,34 8,74 

25 Sulawesi Tengah 13,48 17,36 7,10 14,00 -1,99 

26 Sulawesi Selatan 16,45 9,80 13,67 26,44 5,20 

27 Sulawesi Tenggara 15,82 14,53 12,94 23,71 -10,08 

28 Gorontalo 12,81 13,43 11,95 10,72 -0,67 

29 Sulawesi Barat 16,53 7,61 23,12 8,97 -2,60 

30 Maluku 12,84 20,50 22,87 0,50 22,50 

31 Maluku Utara 6,36 21,10 11,04 12,17 9,27 

32 Papua Barat 18,08 5,77 -3,32 8,02 2,28 

33 Papua  26,44 12,51 0,65 7,23 0,90 
    Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia, 2018 (Data Olahan) 
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Pada Tabel 1.2 laju pengeluaran pemerintah provinsi-provinsi di Indonesia 

mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Jumlah laju pengeluaran pemerintah 

terendah berada pada tahun 2014 yakni terletak pada provinsi Kalimantan Timur  

yakni sebesar -16,82% dan tertinggi berada pada provinsi Papua yaitu sebesar 

26,44%. Pada tahun 2015  provinsi yang mempunyai laju pengeluaran pemerintah 

tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 30,11% dan yang terendah 

masih pada provinsi Kalimantan Timur sebesar -23,99%. Selanjutnya pada tahun 

2016 laju pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di provinsi Sumatera Utara 

yakni sebesar 29,21% dan yang terendah kembali dialami oleh provinsi 

Kalimantan Timur yakni sebesar -12,41% hal itu disebabkan oleh anggaran 

pendapatan dan belanja Kalimantan Timur mengalami penurunan anggaran. Dan 

2017 laju pengeluaran pemerintah provinsi Indonesia mengalami kenaikan yang 

cukup tinggi disetiap provinsinya hal ini disebabkan karena mulai dikerjakannya 

proyek-proyek pemerintah seiring dengan meningkatnya belanja modal dan 

belanja barang, serta kenaikan tersebut juga diiring oleh peningkatan belanja bagi 

hasil Kabupaten/Kota dan desa di Indonesia. Dan pada tahun 2018 laju 

pengeluaran pemerintah banyak mengalami penurunan disetiap provinsinya, 

provinsi yang mengalami penurunan terendah terjadi pada provinsi Sumatera 

Selatan yakni sebesar -16,47% dan provinsi yang mengalami laju tertinggi yaitu 

pada provinsi Maluku sebesar 22,50%. Dapat dimaknakan pengeluaran 

pemerintah sendiri adalah wujud dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk 

memaksimalkan pendapatan dan penerimaan negara untuk disalurkan atau 

dialokasikan pada program yang dirancang upaya kelangsungan dan keberhasilan 
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masyarakat. Dimana salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari 

penerimaan pajak. Salah satu usaha dari pemerintah meningkatkan penerimaan 

pajak yaitu dengan mengusakan pemerintah akan lebih selektif untuk memberikan 

insentif pajak dan mengoptimalkan pajak digital. Dengan besarnya sumber kas 

negara dengan melalui penerimaan pajak akan membantu pula alokasi 

pengeluaran pemerintah untuk program-program yang bertujuan meningkatkan 

kualitas negara salah satunya dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan, 

pendidikan, penyuluhan sosial, penyuluhan wajib bayar pajak. Sehingga kedua 

variabel tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain. 

 Pengeluaran pemerintah masing-masing daerah sangat di tentukan oleh 

penerimaan atau pendapatan daerah tersebut. Tergantung bagaimana daerah 

tersebut dapat menggali potensi yang ada pada daerah nya masing-masing. 

pengeluaran pemerintah tidak seutuhnya digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur dan pemenuhan barang publik saja, tetapi digunakan juga untuk 

kebutuhan yang bersifat konsumsi serta dalam rangka pemeliharaan. Pengeluaran 

rutin mengambil peranan penting dalam menunjang kelancaran sistem 

pemerintahan serta dalam upaya peningkatan produktifitas, yang pada akhirnya 

akan membantu tercapainya tujuan sebuah negara dalam upaya mensejahterakan 

penduduknya. 

 Dalam teori Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa masyarakat dapat 

memaklumi kenapa pemerintah meminta pungutan pajak, masyarakat sangat 

menyadari bahwa negara membutuhkan dana untuk pengeluaran yang akan 

digunakan sebagai penunjang supaya tercapainya tujuan pemerintah dalam 
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bernegara (Mangkosoebroto, 1993). Menurut Taha dan Loganathan, dilakukan 

sebuah penelitian yang menunjukan adanya hubungan jangka panjang dua arah 

antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Malaysia (Taha & 

Loganathan, 2008). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengurangi tingkat 

pajak dapat menyebabkan penurunan pengeluaran pemerintah di masa depannya 

dan sebaliknya. Berikut merupakan data laju penerimaan pajak daerah provinsi 

Indonesia tahun 2014-2018 
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Tabel 1.3 Laju Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia  
Tahun 2014-2018 

 

NO Provinsi 
Laju Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Indonesia 

(%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Aceh 36,90 13,78 6,83 5,00 4,27 

2 Sumatera Utara 10,02 9,19 0,43 8,48 8,11 

3 Sumatera Barat 24,82 6,72 5,29 6,89 5,49 
4 Riau  18,27 3,04 -6,02 13,95 16,27 

5 Jambi 20,04 -0,02 -4,34 36,18 -3,30 

6 Sumatera Selatan 20,46 2,52 -3,74 26,70 5,02 

7 Bengkulu 22,73 5,57 3,07 13,55 18,55 

8 Lampung 25,79 0,87 4,51 19,47 18,71 
9 Bangka Belitung 13,59 -0,26 0,20 23,85 3,19 

10 Kepulauan Riau 18,06 -5,42 0,08 2,98 8,42 
11 DKI Jakarta 15,75 7,49 8,72 15,46 4,45 

12 Jawa Barat 22,41 6,28 7,60 4,80 -1,58 

13 Jawa Tengah 22,29 10,68 6,40 9,31 2,53 
14 DI Yogyakarta 21,48 8,21 3,06 9,95 -3,66 

15 Jawa Timur 22,46 8,50 2,20 12,36 -11,31 

16 Banten 17,26 1,35 11,28 5,22 6,37 

17 Bali 14,30 2,13 0,86 10,77 3,37 

18 Nusa Tenggara Barat 29,66 11,70 -0,73 17,70 7,75 
19 Nusa Tenggara Timur 53,91 18,38 12,50 9,21 1,08 

20 Kalimantan Barat 18,93 8,64 -2,40 16,58 -8,47 

21 Kalimantan Tengah 11,75 -6,29 -7,63 15,96 3,10 

22 Kalimantan Selatan 12,12 -14,83 -8,49 19,52 26,36 

23 Kalimantan Timur 10,13 -30,86 -16,69 12,10 -5,29 

24 Sulawesi Utara 17,55 6,61 0,16 17,36 1,64 

25 Sulawesi Tengah 19,56 11,36 5,05 1,82 -0,99 

26 Sulawesi Selatan 18,36 8,81 6,11 5,26 6,40 

27 Sulawesi Tenggara 12,19 12,81 12,26 5,90 -27,29 
28 Gorontalo 23,03 5,61 7,51 10,36 6,84 

29 Sulawesi Barat 48,25 15,90 8,39 5,08 8,79 

30 Maluku 28,36 6,18 16,48 -4,82 6,91 
31 Maluku Utara 5,57 18,78 19,42 16,90 1,06 

32 Papua Barat 24,70 0,35 9,42 21,60 -8,86 
33 Papua 24,77 11,89 5,30 13,45 0,56 

  Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018 (Data Olahan) 
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  Pada Tabel 1.3 laju penerimaan pajak daerah provinsi-provinsi di 

Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. 

Pada tahun 2014 laju penerimaan pajak daearh provinsi Indonesia mengalami 

peningkatan disetiap provinsinya, provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi 

berada pada provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 53,91%, Sementara itu yang 

terendah pada provinsi Maluku Utara sebesar 5,57%. Hal ini disebabkan karna 

adanya program pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, 

khususnya lembaga Direktorat Jendral Pajak Indonesia menerapkan sejumlah 

langkah untuk mendorong kepatuhan pajak: seperti pengadaan program sosialisasi 

dan penyuluhan, pelaksanaan amnesty pajak, peningkatan kualitas teknologi dan 

SDM serta ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan. Dan pada tahun 2015 

tingkat laju penerimaan pajak tertinggi berada pada provinsi Maluku Utara yakni 

sebesar 18,78% dan yang terendah pada provinsi Kalimantan Timur sebesar -

30,86%. Sementara itu pada tahun 2016 banyak provinsi-provinsi di Indonesia 

mengalami penurunan laju penerimaan pajak, hal ini disebabkan karena 

banyaknya PERDA di Indonesia yang menghambat masuknya investasi dan sulit 

perizinan, hal itu berdampak terhadap penurun PAD disuatu wilayah. Selanjutnya 

2017 laju penerimaan pajak provinsi-provinsi di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan 

karena pemerintah pada tahun 2016 membenahi PERDA dan membatalkan 3.143 

peraturan daerah  dan peraturan kepala daerah  yang dinilai bermasalah. Tujuan 

utamanya agar mendorong masuknya investasi. Dan 2018 laju penerimaan pajak 
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daerah dibeberapa provinsi kembali mengalami penurunan, hal ini disebabkan 

karna perekonomian yang melambat. 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang menunjang perekonomian 

Indonesia menjadi lebih baik. Variabel pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB  

masing-masing provinsi di Indonesia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah 

diukur dari pengeluaran pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia dan 

variabel penerimaan pajak diukur dari penerimaan pajak daerah masing-masing 

provinsi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada hubungan timbal balik antara 

pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak provinsi di 

Indonesia. Karena ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

perekonomian di suatu negara. Karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat akan 

mendorong kenaikan penerimaan pajak, demikian juga sebaliknya. Begitu juga 

dengan penerimaan pajak, dengan adanya pajak pemerintah dapat menjaga 

stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan adanya 

kebijakan dan pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian maju 

sebagai wujud instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan  

instrumen pajak. Sehingga penelitian ini akan penulis buat dengan judul : 

ausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan 

Penerimaan Pajak . 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi  

dengan pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia ? 

2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi 

dengan  penerimaan pajak provinsi di Indonesia ? 

3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah 

dengan penerimaan pajak provinsi di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis : 

1. Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran 

pemerintah provinsi di Indonesia. 

2. Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan 

pajak provinsi di Indonesia. 

3. Hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan 

pajak provinsi di Indonesia. 

 D. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang 

penelitian ilmiah. 
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b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata 

Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

      Bagi penelitian lain yang melakukan penelitian pada tema dan masalah 

yang sama, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam meneliti. Penulis juga berharap tulisan ini dapat berkontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Pihak Lain 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan 

bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan agar dapat lebih cermat 

dalam melihat kondisi dan perkembangan penerimaan pajak, pengeluaran 

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


